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BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa agar perencanaan program taktis strategis
pembangunan Kabupaten Bojonegoro dapat tercapai,
maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) yang menetapkan prioritas program dan
kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk
memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam
kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat
dipertanggungjawabkan;

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat
Daerah:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan . sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

. Undang-Undang ‘Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Nesara ReFublik Indonesia Nomor 442 1]’

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan = Peraturan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2J;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bojonegoro sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Boionegoro dalam penvelenggaraan Urusan
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(1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah  dokumen
peréncanaan Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk
periode 20 (dua puluh) tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bojonegoro untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
S (lima) tahun.

Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah

dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bojonegoro
untuk periode 1 (satu) tahunan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansj pemerintah  untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
anggaran sebagian atau scluruhnya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut.

Keluaran (outputj) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan

program dan kebijakan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu  yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari
RPJMD Tahun 2018-2023.
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BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

BAB III : PERMASALAHAN  DAN  ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI . PENUTUP

(2) Isi beserta wuraian Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU’AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.
YAYAN ROHMAN, A.P., M. M.
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 27.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

2
@)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2

Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan Daerah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana,;

Dinas Lingkungan Hidup;

11

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;

12

Dinas Perhubungan;

13

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

14

Dinas Komunikasi dan Informatika;

15

Dinas Pertanian;

16

Dinas Pendidikan;

17

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

18

Dinas Peternakan dan Perikanan;

19

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

20

Dinas Perdagangan;

21

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

al

Dinas Sosial,

23

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;

24

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;

25

Dinas Kesehatan;

26

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

27

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

28

Dinas Pemadam Kebakaran

29

Dinas Ketahanan Pangan

30

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

31

Satuan Polisi Pamong Praja

32

Sekretariat Daerah

33

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah;

34
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38

Kecamatan Kapas

39

Kecamatan Balen

40

Kecamatan Baureno

4]

Kecamatan Sumberrejo

42

Kecamatan Malo

43

Kecamatan Kepohbaru

44

Kecamatan Kedungadem

435

Kecamatan Sugihwaras

46

Kecamatan Dander

47

Kecamatan Sukosewu

48

Kecamatan Kanor

49

Kecamatan Temayang

S0

Kecamatan Ngasem

o1

Kecamatan Bubulan

52

Kecamatan Gondang

53

Kecamatan Margomulyo

54

Kecamatan Ngraho

55

Kecamatan Tambakrejo

36

Kecamatan Padangan

57

Kecamatan Purwosari

58

Kecamatan Kalitidu

o9

Kecamatan Kasiman

60

Kecamatan Kedewan

61

Kecamatan Ngambon

62

Kecamatan Trucuk

63

Kecamatan Gayam

Kecamatan Sekar

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU’AWANAH




